KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIARI
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
JL. VETERAN NO.11 JAKARTA PUSAT 10110 TLP. (021) 3857611 FAX. (021) 3857612
PHIGATORAN Website : www.pemasyarakatan.com

Nomor : PAS.PR.01.02-25 . 20 April 2016
Sifat : Segera
Lampiran  : 1 (satu) berkas
Hal . Permohonan Narasumber
Yth. Bapak Muzakkir
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia
di-
Tempat

Dalam rangka peningkatan dan pemantapan pelaksanaan tugas pemasyarakatan, bersama ini
dengan hormat kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyelenggarakan kegiatan
rapat kerja teknis pemasyarakatan (Rakernispas) Tahun 2016 dalam rangka melakukan evaluasi
terhadap pelaksanaan tugas pemasyarakatan serta menjawab permasalahan pemasyarakatan
saat ini dan dirangkaikan dengan kegiatan seminar yang bertemakan "Penguatan Pemasyoarokatan
dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu".

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengundang Saudara kiranya berkenan untuk menjadi
narasumber dan memberikan arahan pada acara dimaksud dengan materi mengenai "Pro Kontra Revisi
PP Nomor 99 Tahun 2012 "pada :

Hari, tanggal : Senin, 25 April 2016

Pukul © 10.00 - 13.30 Wib
Tempat . Ballroom ll, Hotel JS Luwansa Jakarta
JL. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta
Acara - Diskusi Panel, Rapat Kerja Teknis Pe masyarakatan Tahun 2016

Selanjutnya, konfirmasi kehadiran dan hal teknis lainnya dapat menghubungi saudara Narya HP.
085215430222, Taufik HP. 082111463631, Raja M. Zulfikar HP. 082183834065, Demikian permohonan
kami, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terimakasih.

tur Jenderal Pemasyarakatan,

N

Tembusan !
Ssekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAMRL
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MELALUI TAHAPAN PROSES PEMBINAAN AGAR MEMBENTUK ORANG DENGAN

TRECARURAN PEREINAAN ARTINYA MERGOLAW MASURAN (TERPIDANAY
CIR-CIRISEBAGAIMANA YANS DIENTIKAS DALAM U0 PEMASYARAKATAN,

SISTEM PEMASY ARAKATAN ADALAH SUBSISTEM YANG INDEPENDEN YANG
gmlumuwm SENDIRI TAPLKONEKSI BENGAN TUJUAN SISTEM PERADILAN

ANAL i

$YARAT PEMBERIAN REMISI MENJADI BAGIAN DARI PROSES
PEMBINAAN (TIDAK DIHUBUNGKAN DENGAN KEJAHATAN).

NTE PEABINAAR MEMBUAT ANAK BINAAN CEPAT BERTAUBAT DAN MENIADI ANAK BINAAN
SEBAGAIMANA YANG DITENTUKAR DALAM UU PEMASYARAKATAN ADALAN LEBIN BAIX,
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+Perbedaan g alas Msafat pemidanaan
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s Wisakat UY Pemaryaraketan adaloh
Pengayoman dan Pembinaan

+ Wumaniasl dolem proses pembinaan lerpidana;
anak binaan,

PP 99 TAHUN 2012

Menggeser safol pemasyarakatan darl
pengayoman dan pembinaan, kepoda
pembalasan (berasel don Tipikor).




